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MOTTO 
 
.....    
  
    
  
.....dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka 
putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. (Q.S. 
Al-Maidah: 42) 
  
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Karya Kecil ini aku persembahkan untuk orang tuaku 
tercinta almarhum ayah Rooseno Said Umar yang telah 
memberikan cahaya kehidupan sebagai isyarat kepadaku 
untuk terus berjuang meraih cita-cita dan ibu Nurhayati 
yang selalu menjadi  matahari saat siang maupun malam 
bagiku . 
kakak-kakakku Attur Muji, Mustifah, Taufiqurrahman, dan 
Ahmad Ranjani  yang memberikan pelajaran-pelajaran 
penting kepada adik kalian yang nakal ini.  
  
viii 
 
ABSTRAK 
Subari, Akhmad. 2015. Pelanggaran Prosedur Perceraian bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Pengadilan Agama Palangka Raya. Skripsi, Jurusan Syari’ah, 
Program Studi Ahwal Asy-Syakhshiyyah, Institut Agama Islam Negeri 
Palangka Raya. Pembimbing I Dr. Sabian Utsman, M.Si. dan Pembimbing 
II Dr. Elvi Soeradji, M.H. 
Pemerintah melalui PP No. 45 Tahun 1990 jo PP No. 10 Tahun 1983 
Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pada Pasal 3 ayat (1) 
menentukan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin 
atau surat keterangan lebih dahulu dari  pejabat. Namun, pada kenyaaannya 
terdapat PNS yang diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Palangka Raya tanpa 
izin dari pejabat. Hal inilah yang menjadi fokus peneliti untuk mengkaji 
mengenai latar belakang pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di 
Pengadilan Agama Palangka Raya, subtansi pelanggaran prosedur perceraian 
PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya, dan dampak hukum pelanggaran 
prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara empiris dengan 
mengguna-kan pendekatan kualitatif deskriptif dan pendekatan sosiologis guna 
mengkaji persepsi dan perilaku hukum yang terjadi di lapangan. Data yang 
digunakan pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Subjek dalam 
penelitian ini adalah  hakim Pengadilan Agama Palangka Raya. Selain itu juga 
mengumpulkan data dari informan-informan yaitu kuasa hukum dari PNS dan 
Pejabat yang berwenang. objeknya adalah pelanggaran prosedur perceraian bagi 
PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya. Pengumpulan data melalui wawancara 
dan dokumentasi, dan untuk pengabsahannya melalui teknik triangulasi sumber. 
Sedangkan, data dianalisis melalui tiga tahapan, yaitu data reduction, data 
display, dan Conclusion. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang terjadinya 
pelanggaran prosedur perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya 
terdapat dua fakta, pertama disebabkan oleh PNS yang tidak memperoleh izin dari 
atasan namun tetap melakukan perceraian untuk memperoleh ketenangan batin. 
Kedua, disebabkan oleh atasan yang tidak memberikan izin dan juga tanggapan 
kepada bawahannya yang melakukan perceraian. Subtansi pelanggaran prosedur 
perceraian bagi PNS di Pengadilan Agama Palangka Raya yang difokuskan 
kepada rasio decidendi bagi hakim dalam memutus perceraian PNS yang tidak 
memperoleh izin dari atasan diperoleh bahwa hakim mempertahankan hukum 
perdata formal dan materiilnya. Sedangkan dampak hukum pelanggaran prosedur 
perceraian PNS di Pengadilan Agama akan dikenakan sanksi disiplin berat 
berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010. 
Kata kunci: Pelanggaran Prosedur, Perceraian, Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
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ABSTRACT 
Subari, Akhmad. 2015. Violations of Divorce Procedures for Civil Servants in 
religious court of Palangkaraya. Thesis, Department of Syari’ah, Ahwal 
Asy-shakhsiyyah Study Program, State Islamic Institute of Palangka 
Raya. Supervisor I Dr. Sabian Usman, M.Sc. and Supervisor II Dr. Elvi 
Soeradji, M.H. 
Government through Government Regulation No. 45 of 1990 jo 
Government Regulation No. 10 1983 on Marriage and Divorce License For Civil 
Servants, in Article 3 paragraph (1) determine that the Civil Servants who will 
carry out a divorce must obtain a permit or certificate in advance of officials. 
However, in the reality Civil Servants who divorced terminated by the religious 
court of Palangkaraya had no permission from the authorities. This has become 
the focus of researcher to examine the background of the infringement procedure 
of divorce for Civil Servants in religious court of Palangkaraya, the substance of 
divorce procedure violations of Civil Servants in religious court of Palangkaraya, 
and the impact of law violations in divorce procedures for Civil Servants in the 
Religious Court of Palangkaraya. 
 
This research is an empirical law research using qualitative descriptive 
approach and sociological approach in order to assess the perceptions and 
behavior that occur in the field of law. The data used in this study are primary 
data and secondary data. Subject in this study is a religious court judge 
Palangkaraya. It also collected data from informants such as the legal counsel of 
the Civil Service and the authorized official. The object is a violation divorce 
procedure for Civil Servants in religious court of Palangkaraya. The data were 
collected through interviews and documentation and the legitimation was through 
source triangulation techniques. Meanwhile, the data were analyzed through three 
stages; data reduction, data display, and conclusion. 
 
These results indicate that the backgrounds of the infringement procedure 
of divorce for Civil Servants in religious court of Palangkaraya are two facts. The 
first is the Civil Servants who do not obtain permission from superiors but still do 
divorce to obtain inner peace. The second is the authorities who did not give 
permission and response to their staffs who divorced. The substance of divorce 
procedure violations for Civil Servants in the religious court of Palangkaraya that 
focused on the ratio decidendi for judges in deciding divorce for Civil Servants 
who did not obtain permission from the authorities showed that civil law judges 
maintain formal and material of the case. While the impact of the divorce 
procedure law violations of Civil Servants in the Religious Court will be subject 
of severe disciplinary sanctions based on Government Regulation No. 53 Year 
2010. 
 
Keywords: Procedure Violations, Divorce, Civil Servants 
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